NAGARI KAMBANG BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KAMBANG BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEJADIAN LUAR BIASA ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

sa

L,

BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Nagari
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
nagari;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Nagari
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan
atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Dokumen ini telah
ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717):

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
Sebagaimana telah diubah dengan Peratutan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Peraturan Pemerintahan Nomor 60 tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2109);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun
2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024, tentang
Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2025;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023, tetang
Pengalokasian Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, tetang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, Tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan
Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 adalah
peraturan mengenai perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024

tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA
2025;

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 Tentang Panduan
Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam
Mendukung Swasembada Pangan;

Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik
Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09
Tahun 2025, Nomor SE-2/MK.08/2025 dan  Nomor
100.3.2.3/9692/8J/2025  Tentang Penjelasan Tindak Lanjut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81Tahun 2025tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun
2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan,
dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggran 2025;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007
Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
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Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 tahun 2024 tentang
Pengahsilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
serta Tunjangan Kedudkan Badan Permusyawaratan Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 tahun 2025 tentang
Standar Harga Pemerintah Nagari;
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

400.10.2.4/94 /DPMDPPKB /2025 Tentang Perubahan APB Tahun
2025

Peraturan Nagari Kambang Barat Nomor 03 Tahun 2024 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KAMBANG BARAT
Dan
WALI NAGARI KAMBANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
KEJADIAN LUAR BIASA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI KAMBANG BARAT TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari Rp. 1.900.669.916,00
2. Belanja Nagari Rp. 1.789.099.416,47
Surplus/Defisit Rp. 111.570.499,53
3. Pembiayaan Nagari
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 28.429.500,47
b. Pengeluaraan pembiayaan Rp. 140.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (111.570.499,53)
Sisa Lebih Anggaran Rp. 0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak



terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Nagari

Pasal 4
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kambang Barat

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Nagari

Pasal 4
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Pasar Kambang
Pada tanggal ' “/, : 22 Desember 2025
Pj. WALI NAGARI
i1 W KAMBANG BARAT
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Ditetapkan di : Pasar Kambang
pada tanggal : 22 Desember 2025

SEKRETARIS NAGARI
KAMBANG BARAT

MUHAMAD MARZUKI ~
LEMBARAN NAGARI KAMBANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 05



